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ABSTRACT

The Republic of Indonesia is a country whose the concept of people’s sovereignties. This
concept also applies in the process of selecting a president. But practically such
sovereignties have been delivered to the MPR as the sole institution which is able to
determine the figur of the president. Due to the victory of the PDI-P in the 1999 general

election, the author recommends that the MPR should consider aspirations of the people in
accordance with the results of the polls
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I. LATAR BELAKANG

Pemilihan umum (Pemilu) Juni 1999 telah berlalu dan berjalan
dengan penuh kesadaran. Hasil final telah menunjukkan adanya perolehan
suara dari partai-partai peserta Pemilu, yakni: Partai Demokrasi Indonesia
Perjuangan (PDI-P) memperoleh suara paling banyak, disusul oleh Partai
Golongan Karya (Golkar), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai
Persatuan Pembangunan (PPP), Partas Amanat Nasional (PAN), Partal
Bulan Bintang, dan sebagainya.

Pemilu dapat dikatakan sebagai proses awal perjalanan demokrasi di
Indonesia. Dengan Pemilu, hanya akan diperoleh wakil-wakil rakyat di
dewan perwakilan rakyat (DPR), dewan perwakilan rakyat daerah tingkat 1
(DPRD 1), dan dewan perwakilan rakyat daerah tingkat I (DPRD II).
Kemudian proses ini berlanjut dengan proses pembentukkan majelis
permusyawaratan rakyat (MPR), pemilihan presiden, dan sebagainya. MPR
terdiri atas DPR dan utusan daerah (UD) serta utusan golongan (UG) [Pasal

2 Ayat (1) UUD 1945]. Salah satu tugas MPR adalah memilih dan
mengangkat Presiden dan Wakil Presiden.

* Pernah disampaikan dalam diskusi Intern Dosen Fakuitas Hukum Universitas
Tarumanagara Jakarta, pada tanggal 28 Juli 1999,

" Staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara Jakarta,
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(loki-laki atau  percmpuan) bojch menjadi Presiden dan  yang

sulk ‘raksi-fraksi MPR.
mengusulkamiya adalah Fraksi : - _
Mengenai pemilihan prestden, UUD 1945 melalui Pasal 6 Ayat (2)

menyatakan “Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh M{’R dcrllgan suara
terbanyak. Kemudian Tap MPR di atas mengatur lebih lanjut proses
pemilihan tersebut dengan dua cara. Pertama, apabila caprcs yang diusulkan
fraksi lebih dari satu orang, maka pcmilihannya dllakukan. dengan
pemungutan snara sccara rahasia [Pasal 13 Ayat (1)). Kedua, apabllg capres
yang diusulkan fraksi hanya satu orang, 1.na.ka capres tersebut disahkan
menjadi presiden dalam Rapat Paripuma Majclis [Pasal 13 Ayat (2)].

Dalam hal pemilihan Presiden dilakukan dengan perr}ungulan suara,
ada beberapa hal yang harus diperhatikan untuk p‘engan}bllan kepgtusan.
Pertama, putusan diambil sekurang-kurangnya lebih dari separuh jumlah
anggota MPR yang hadir. Kedua, jika tidak ada capres yang mendapat suara
lebih dari separuh anggota MPR yang hadir, maka d}la capres yang
mendapat suara lebih banyak dari capres-capres lalnqya dlladakan
pemungutan suara ulangan seeara rahasia. Ketiga, apabila hasil perhitungan
suara tersbeut tetap menunjukkan tida ada yang mendapat suara lebih dari
separuh anggota MPR yang hadir, maka putusan diambil dari jumlah suara
termanya di antara dua capres tersebut. Keempat, apabila termyata kedua
capres tersbeut tetap mendapat suara sama, maka putusan dilakukan dengan
pemungutan suara ulangan secara rahasia. Kelima, jika hasilnya tetap
mendapal suara sama banyak, maka putusan diambil berdasarkan
pemungutan suara oleh wakil-wakil fraksi yang membawakan suara masig-
masing fraksi seeara tertulis. Keenam, jika dengan cara ini tetap dua calon
tersebut mendapat suara sama banyak, maka putusan fraksi-fraksi
mengusulkan capres lain. Selanjutnya eara pengambilan putusannya

dilakukan sama seperti cara-cara di atas.
Dar1 mekanisme pemilihan Presiden di atas, jelaslah bahwa sejak

fase pencalonan sampai dengan pengambilan keputusan siapa yang menjadi
Presiden adalah wewenang mutlak MPR. Rakyat tidak ikut serta atau
terlibat dalam pentahapan tersebut. Meskipun demikian, bila dihubungkan
dengan permasalahan di atas, ada persoalan garis aspirasi yang mengalir dari
rakyat kepada DPR dan kemudian kepada MPR, sehingga yang diputuskan
oleh MPR merupakan pula keputusan rakyat.
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i clihat, mendengar, merasakan, dan
maka MPR harus memperhatikan ,m : |
mengikuti kehendak rakyat, schingga memutuskan ezllp;es gaanagi Iﬂ;l:;he;;];l;l
rakyat scbagai Presiden RI. Persoalannya adala g |

sotalhui aspirasi rakyat tersebut? . ,
i Jika m}:Iihat pcr>1{<cmbangan demokrasi selama era ref(;;lisnl; rwak.yat
tclah menarul perhatian dan harapan besar terhadap capres. o 1 a!?;;
karcna dilatarbclakangi oleh kekecewaannyd terhafiap presiden terpih

ipili PR. yang dianggap tidak legitimit di mata
(Socharto) yang dipilih oleh MPR, yang diang Lot pemiln 1997

rakyat, karena MPR yang dibentuk dari tindak lanjut p _
i ik denganb pola kolusi, dan nepotisme,

merupakan hasil rekayasa politi ganb poia L

schingga presiden yang dipilihnyapun dianggap tidak ]e_]gltlmlb 1 mata
rakyat. Karena itu meskipun rakyat mengikuti tahapan Pemilu, se agaimana
biasanya, namun kali ini rakyat tidak cukup _perlu dengan mengham!kan
DPR dan MPR yang legitimit, tetapi rakyat juga kosen dengan presiden
yang legitimit (khawatir direkayasi lagt). _ _ _
Munculnya nama-nama balonpres seperti Megawat! Soekamgputg,
B.J. Habibic, Amin Rais, Yusril Ahza Mahendra, dan lain-lain
mengindikasikan adanya peristiwa politik yang berkembang cukup
transparan dalam masyarakat mengenai presiden yang akan datang. Apalagl
nama-nama balonpres tersebut telah diperguanakn sebagai alat perjuangan
parpol untuk marik hak pilih rakyat dalam Pemilu, misalnya disodorkan
kepada masyarakat melalui media massa, kampanye, brosur, pamflct, daan,
berarti partai tersebut telah mengikat kontrak/janji dengan masyarakat
pemilih, bahwa wakil partainya yang nanti duduk di kursi DPR lalu MPR

akan memperjuangkan dan memilih balonpres tersebut menjadi presiden.
Contoh yang sedikit agak jelas, meskipun masih perlu diteliti untuk
menguji kebenarannya, rakyat telah secara transparang menghendaki
seseorang menjadi presiden, yang kemudian oleh partau tersebut dinyatakan
sebagai calon presidennya. Tampaknya seseorang ini menjadi sesuatu yang
dianggap berbahaya, sehingga munculnya selebaran dari organisai tertentu
yang ditujukan kepada rakyat langsung, yang isinya agar rakyat tidak
memilih partai tersebut. Selain itu ada pihak-pihak tertentau yang sengaja
mengapungkan isu gender, kapasitas balonpres, dan lain-lain, yang isinya
bcrnada sama. Mereka melihat, figur balonpres yang dimunculkan partai itu
mendapat dukungan besar rakyat, sehingga dilakukanlah upaya tadi agar
keinginan rakyat tersbeut tidak terlaksana. Namun isu yang disasarkan
langsung kepada rakyat, bukan kepada partai politiknya, ternyata tidak
berhasil mempengaruhi rakyat, yang terbukti dengan perolehan suara Pemilu
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